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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hibah merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah 

SWT dengan keberadaan hartanya , seseorang yang diharapkan memiliki sifat syukur dan 

darmawan mampu untuk memberikan hartanya untuk memperkokoh sifat 

kemanusiaannya. Dalam syariat Islam, hibah berarti akad yang pokoknya adalah 

pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya 

imbalan apapun1. 

Menurut bahasa Hibah adalah menyedekahkan atau memberi sesuatu, baik 

berbentuk harta, maupun selain berbentuk harta kepada orang lain2. Menurut istilah 

syari’i, hibah adalah suatu akad yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari 

seseorang kepada orang lain dengan tanpa balasan, dan dilakukan selama hidup3.  Prof. H. 

Mohammad Daud Ali, S.H menjelaskan bahwa hibah merupakan pengeluaran harta 

semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau kepentingan 

badan sosial keagamaan, juga kepada orang yang berhak menjadi ahli warisnya4. 

 Hibah adalah salah satu bentuk hubungan sosial kemasyarakatan diatur 

secara jelas dan rinci dalam kitab fiqh muamalah yang berpedoman pada Al-Qur’an dan 

Al-Hadist. Dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang menjadi landasan hukum hibah, 

diantaranya sebagai berikut : 

                                                           
1 Rachmadi Usman, Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam, 

(Bandung, Mandar Maju,  2009), hlm 149.   
2 Sayid Sabiq, Fiqih Sunah, Jilid 14 (Jakarta : Bandung: Al-Ma’rif), hlm. 338 
3Ibid. 
4 M. Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Masyarakat, (Jakarta: UI Press, 1988), 

hlm.24. 
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1. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi : 

Artinya :“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kea rah timur dank e 

barat, tetapi kebajikan itu ialah ( kebajikan ) orang yang beriman kepada Allah, hari 

akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang 

dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang 

dalam perjalanan ( musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba 

sahaya…”(Q.S. Al-Baqarah:177). 

 

2. Hadis dari Zaid Ibn Aslam yang berbunyi : 

 

Artinya : 

“Umar bin Khathab berkata, ‘aku telah memberikan seekor kuda lama untuk tujuan 

Sabililah, kemudian pemiliknya menyia-nyiakannya. Aku menduga ia telah 

menjualnya dengan harga murah. Kemudian aku tanyakan kepada Rasulullah SAW. 

tentang hal tersebut. Beliau bersabda, ‘ Janganlah kamu jual itu dan jangan kamu 

tarik kembali sedekahmu, karena orang yang menarik kembali sedekahnya ibarat 

anjing yang memakan kembali muntahnya’.”( H . R. Muslim) 
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Hukum nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang hibah. Dilihat dari 

pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hibah diatur dalam bab X 

buku III tentang Perikatan5dari Pasal 1666 sampai Pasal 1693. Hibah 

termasuk hukum perikatan yang diatur di dalam Buku Ketiga Bab Kesepuluh 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Hibah menurut 

KUHPerdata adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu 

hidupnya, dengan cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima 

penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-

hibah di antara orang-orang yang masih hidup6.  

Berdasarkan pengaturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengertian 

hibah terdapat dalam Pasal 171(g) yaitu “pemberian suatu benda secara 

sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih 

hidup untuk dimiliki”.7 

Pelaksanaan hibah dapat dilakukan dengan cara tertulis maupun 

lisan, bahkan telah dikatakan secara tegas dalam Hukum Islam, pemberian 

yang berbentuk harta tidak bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa harus 

menggunakan suatu dokumen tertulis.Akan tetapi jika selanjutnya 

                                                           
5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), (Jakarta, Buana Press, 2014), 

hlm 484. 
6Ibid. 
7 Kompilasi Hukum Islam, ( Surabaya, Permata Press, 2013), hlm. 54. 
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dikehendaki bukti-bukti yang cukup tentang terjadi peralihan hak milik, maka 

pemberian itu dapatlah dinyatakan dalam bentuk tulisan8. 

Hibah menurut Hukum Islam berarti akad tentang pemberian 

harta milik seseorang kepada orang lain ketika masih hidup dan tanpa adanya 

imbalan. Hibah dimiliki ketika telah terjadinya akad, sehingga barang yang 

dihibahkan tidak lagi menjadi milik penghibahnya, artinya hibah tergolong 

akad pemindahan milik atas harta dari pemilik awal kepada orang lain yang 

diberi harta tersebut dan penerima berhak untuk memanfaatkan harta yang 

diterimanya9. Hibah sendiri mengenal benda-benda yang sudah ada, jika 

benda itu meliputi benda yang akan ada dikemudian hari maka hibahnya 

batal10.  

 Dilihat dari uraian diatas, maka kriteria hibah adalah:(1) Suatu 

pemberian; (2) Tanpa mengharapkan kontraprestasi atau secara cuma-cuma; 

(3) Dilakukan ketika pemberi hibah masih hidup; (4) Tidak dapat ditarik 

kembali; (5) Hibah merupakan perjanjian bersegi satu (bukan timbal balik), 

karena hanya terdapat satu pihak yang berprestasi. 

Suatu hibah terjadi jika telah memenuhi rukun sebagai berikut : 

1. Adanya pemberi hibah ( al-wahib), yaitu pemilik sah barang yang dihibahkan. 

Ketika penyerahan barang, pemberi hibah dalam keadaan sudah dewasa, sehat 

                                                           
8Eman Suparman, Hukum Waris IndonesiaDalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, (Bandung, 

PT Refika Aditama, 2013),  hlm.82-83 
9 Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung 

,Pustaka Setia, 2011), hlm. 76. 
10 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta, Fajar 

Interpratama,2006), hlm 123. 
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jasmani dan rohani, serta tidak karena terpaksa. Dalam Kompilasi Hukum 

Islam Pasal 210 ayat (1), pemberi hibah adalah orang yang telah berumur 

sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa adanya paksaan dapat 

menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain 

atau lembaga di hadapan dua orang saksi. Pemberi hibah, sebagai salah satu 

rukun hibah. Ulama fiqh, telah sepakat bahwa setiap orang dapat memberikan 

hibah pada saat ia dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh, tetapi 

mereka berselisih pendapat jika pemberi hibah dalam keadaan sakit. Jumhur 

ulama berpendapat bahwa ia boleh menghibahkan 1/3 hartanya sekalipun 

dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan 

wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya11; 

2. Adanya penerima hibah (Al-Mauhublahu), yaitu setiap orang, baik perorangan 

atau badan hukum. tidak sah suatu hibah, jika penerima hibah adalah anak 

yang masih dalam kandungan; 

3. Terjadi ijab qabul, yaitu serah terima antara pemberi dan penerima; 

4. Ada barang yang dihibahkan, yang dapat terdiri atas segala macam barang, 

baik yang bergerak atau tidak bergerak; bahkan manfaat atau hasil dari suatu 

barang. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (2) disebutkan bahwa 

harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah. 

                                                           
11Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Jilid 3(Jakarta, Putaka Amani, 2007), hlm. 245. 
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Dalam hal melakukan hibah, baik penghibah maupun penerima hibah sah 

melakukan hibah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :12 

1. Pemberi hibah harus orang yang sudah dewasa, cakap dalam melakukan 

tindakan hukum; 

2. Barang yang dihibahkan harus memiliki nilai yang jelas, tidak terkait 

dengan harta pemberi hibah; 

3. Penerima hibah adalah orang yang cakap melakukan tindakan hukum; 

4. Di kalangan mazhab Syafi’I, ijab qabul merupakan syarat sahnya suatu 

hibah; 

5. Pada dasarnya, hibah adalah pemberian yang tidak ada kaitannya dengan 

harta warisan; 

6. Hibah dapat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi yang 

memenuhi syarat, namun untuk kepastian hukum sebaiknya 

pelaksanaannya dilakukan secara tertulis; 

7. Hibah harus mempunyai fungsi seperti mewujudkan keadilan, sosial, 

menolong orang yang lemah, menumbuhkan sosial, dan sebagainya. 

Meskipun suatu penghibahan sebagaimana halnya dengan suatu 

perjanjian pada umunya, tidak dapat ditarik kembali secara sepihak tanpa 

persetujuan pihak lawan, namun undang-undang memberikan kemungkinan 

bagi si pemberi hibah untuk dalam hal-hal tertentu menarik kembali atau 

                                                           
12Siah Khosyi’ah, Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di 

Indonesia, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), hlm. 243 
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menghapuskan hibah yang telah diberikan kepada orang lain. Demikian 

seperti yang sudah disebutkan di dalam KUHPerdata Pasal 1688 tentang 

penarikan kembali dan penghapusan hibah, berupa 3 hal yaitu: (1) Karena 

tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan; 

(2)Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu 

melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu 

kejahatan lain terhadap si penghibah; (3) Jika ia menolak memberikan 

tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam 

kemiskinan; (4) Penghapusan hibah dilakukan dengan menyatakan 

kehendaknya kepada si penerima hibah disertai penuntutan kembali barang-

barang yang telah dihibahkan dan apabila itu tidak dipenuhi secara sukarela, 

maka penuntutan kembali barang-barang itu diajukan kepada pihak 

pengadilan.13 

Syarat sah nya perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Perdata 

diatur dalam Pasal 1320 , yaitu ada 4 (empat ) syarah sah perjanjian yaitu :14 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal tertentu; 

4. Suatu sebab yang halal. 

                                                           
13 R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2008), 

hlm. 440. 
14Ibid. hlm. 377 
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Apabila salah satu syarat perjanjian diatas tidak terpenuhi, maka 

perjanjian dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Perbedaan perjanjian 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai berikut: 

1. Perjanjian dapat dibatalkan ( Voidable/ Vernietigbaar) 

Dapat dikatakan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila perjanjian 

tidak memenuhi unsur subyektif dari Pasal 1320 KUHPerdata , unsur 

subyektif yang dimaksud ialah unsur pertama kesepakatan para pihak dan 

unsur yang kedua kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan 

hukum. Perjanjian dapat dibatalkan apabila : 

a. Karena Cacat Kehendak Para Pihak yang membuatnya 

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan antara 

para pihak yang membuatnya, jadi dalam membuat perjanjian masing-

masing pihak harus “sepakat”. Pada Pasal 1321 KUHPerdata yang 

berbunyi “ tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena 

kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Jadi 

sepakat yang dimaksud ialah sepakat berdasarkan hata nurani dan 

tanpa adanya paksaan, penipuan maupun tekanan dari pihak manapun. 

b. Karena dibuat oleh orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum 

Seseorang dapat dikatakan cakap dan dapat melakukan tindakan 

hukum dapat dilihat dalam Pasal 330 KUHPerdata yang menyebutkan 

bahwa seseorang yang dianggap cakap ketika genap berusia 21 tahun 
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atau seseorang yang telah menikah walaupun masih dibawah umur 

tetap dianggap telah cakap.  

Orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap dilarang 

melakukan tindakan hukum termasuk membuat perjanjian, orang yang 

tidak cakap sebagaimana dimaksud Pasal 1330 KUHPerdata yang 

berbunyi “ tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan 

adalah orang-orang yang belum dewasa atau mereka yang ditaruh 

dibawah pengampuan”.15 

2. Perjanjian Batal Demi Hukum (Null and Void Nietig) 

Perjanjian batal demi hukum adalah perjanjian yang dianggap tidak 

pernah ada, perjanjian ini dapat dikatakan batal demi hukum apabila tidak 

terpenuhinya unsur obyektit, unsur obyektif yang dimaksud ialah tidak 

terpenuhinya unsur ketiga obyek tertentu dan unsur keempat kausa yang 

halal. Suatu perjanjian batal demi hukum karena :16 

a. Syarat formil tidak terpenuhi 

Pada perjanjian yang tergolong sebagai perjanjian formil tidak 

dipenuhinya bentuk atau format perjanjian. Cara pembuatan perjanjian 

atau cara pengesahan perjanjian sebagaimana diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Pengertian perjanjian formil sebagai perjanjian yang 

tidak hanya didasarkan pada adanya kesepakatan para pihak tetaapi oleh 

                                                           
15Ibid, hlm. 379 
16https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-

dapat-dibatalkan/.Diakses pada 1 November 2018, pukul 22.15 WIB 

https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/.Diakses
https://ubudjustitia.com/perbedaan-perjanjian-batal-demi-hukum-dengan-perjanjian-yang-dapat-dibatalkan/.Diakses
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undang-undang diisyaratkan adanya formalitas yang harus dipenuhi agar 

perjanjian tersebut sah secara hukum. Formalitas tertentu tentang bentuk 

atau format perjanjian yang harus dibuat dalam bentuk tertentu seperti akta 

otentik yang dibuat oleh Notaris atau pejabat hukum lainnya yang 

memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik menurut undang-

undang, beberapa contoh perjanjian dalam bidang hukum kekayaan yang 

harus dilakukan dengan akta notaris. 

1. Hibah, kecuali pemberian benda bergerak yang berubah atau surat 

penagihan hutang atas tunjuk.  

2. Pendirian PT ( perseroan terbatas) 

3. Jaminan fidusia 

4. Perjanjian penyelesaian sangketa arbitrase setelah sangketa terjadi. 

5. Surat kuasa membebankan Hak tanggungan ( SKHMT) yang dibuat 

dihadapan PPAT ( Pejabat Pembuat Akta tanah). 

Pengaturan mengenai akta otentik diatas diatur dalam Pasal 617 

KUHPerdata, yang berbunyi : 

“ tiap-tiap akta dengan mana kebendaan tidak bergerak dijual, 

dihibahkan, dibagi, dibebani, atau dipindahtangankan harus dibuat dalam 

bentuk otentik, atas ancaman kebatalan”.17 

b. Syarat obyektif sahnya perjanjian tidak terpenuhi 

                                                           
17Op. cit. R. Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
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Dapat dikatakan bahwa perjanjian itu sah apabila terpenuhinya 

syarat obyektif yaitu obyek tertentu dan kausa yang halal. Obyek 

perjanjian berupa barang baik barang yang baru akan datang ada 

maupun barang yang akan diperjanjikan ( belum ada) yang mungkin 

belum dibuat atau sedang dalam proses pembuatan. Dalam perjanjian 

apabila obyeknya tidak jelas yang diebabkan karena tidak dapat 

ditentukan jenisnya atau tidak dapat dinilai dengan uang atau tidak 

mungkin dilakukan perjanjian adalah batal demi hukum. 

c. Dibuat oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum. 

Ketidakcakapan seseorang dalam melakukan tindakan hukum 

berbeda dengan seseorang yang ketidakwenangan untuk melakukan 

tindakan hukum. Seseorang tidak dapat dikatakan berwenang 

melakukan tindakan hukum apabila seseorang yang dilarang oleh 

undang-undang melakukan tindakan hukum bukan berarti tidak cakap. 

Namun, ketidakwenangan seseorang dalam melakukan tindakan 

hukum yaitu seperti Akta Jual Beli Tanah yang seharusnya dibuat oleh 

PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah) dibuat oleh pejabat yang tidak 

berwenang. Hal ini dapat berakibat batal demi hukum. 

d. Adanya Syarat batal yang terpenuhi 

Maksud dari dengan adanya syarat batal yang terpenuhi dalam 

suatu perjanjian ialah suatu peristiwa atau fakta tertentu yang belum 
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tentu akan terjadi namun para pihak dalam perjanjian sepakat bila 

perstiwa tersebut benar terjadi. 

Pada Pasal 1253 KUHPerdata menyebutkan bahwa “suatu 

perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa 

yang mungkin terjadi dan memang belum terjadi, baik dengan cara 

menangguhkan berlakunya perikatan itu sampai terjadinya peristiwa 

itu maupun dengan cara membatalkan  perikatan itu, maupun dengan 

cara membatalkan perikatan itu tergantung pada terjadi tidaknya 

peristiwa itu”.  

Perjanjian dengan syarat batal yang menjadi batal demi hukum, 

karena adanya syarat batal terpenuhi sehingga menimbulkan akibat 

kembalinya keadaan seperti semula pada saat timbulnya perikatan 

tersebut ditegaskan dalam Pasal 1265 KUHPerdata yang berbunyi 

“Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan 

menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada 

keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan”. 

Berbicara mengenai penarikan kembali hibah, jika si pemberi hibah 

sudah menyerahkan barangnya, dan ia menuntut kembali barang tersebut, 

maka si penerima hibah diwajibkan mengembalikan barang yang dihibahkan 

tersebut dengan hasil-hasilnya terhitung mulai diajukannya gugatan, atau jika 

barang yang sudah dijualnya, mengembalikan harganya pada waktu 

dimasukkannya gugatan, dan disertai hasil-hasil dari hibah tersebut. 
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Kemudian si penerima hibah diwajibkan memberikan ganti rugi kepada si 

pemberi hibah, untuk hipotik-hipotik dan beban-beban lainnya yang telah 

diletakkan olehnya di atas benda-benda tak bergerak, juga sebelum gugatan 

dimasukkan.18 

Pencabutan dan pembatalan hibah hanya dapat dimintakan oleh 

penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke 

pengadilan negeri, supaya hibah yang telah diberikan  dibatalkan dan 

dikembalikan kepadanya. Tuntutan hukum tersebut, gugat dengan lewat waktu 

1 (satu) tahun, terhitung mulai dari hari terjadinya peristiwa yang menjadi 

alasan tuntutan, dan dapat diketahui oleh penghibah, tuntutan tersebut tidak 

dapat diajukan oleh penghibah terhadap ahli waris penerima hibah atau ahli 

waris benda yang dihibahkan adalah miliknya sendiri. Jika sebelumnya 

tuntutan ini sudah diajukan oleh penghibah atau jika penghibah itu telah 

meninggal dunia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah terjadinya peristiwa yang 

ditiadakan. 

Seperti halnya di dalam putusan perkara Nomor 

1976/Pdt.G/2014/PA.Klt, yang mana pada awal mulanya orang tua dari 

penggugat dan tergugat meninggalkan harta warisan. 

 

 

 

                                                           
18Ibid., hlm. 440 
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Bagan I : Putusan Pengadilan Agama No. 1796/Pdt.G/2014/PA.Klt) 

       Hubungan Perkawinan 

 

 

 

 

 

 

 

a 

 Anak angkat 

 

 

 

Dilihat dari bagan diatas, dapat dijelaskan bahwa dulu pernah hidup suami 

istri yang bernama Parman Karsodikromo dan Ngadinah Karsodikromo. Dalam 

pernikahannya Parman Karsodikromo dan Ngadinah dikaruniai 2 (dua) orang 

anak yang bernama Martodiryo dan Ny. Karyodimejo. Martodiryo dikaruniai 

seorang anak perempuan bernama Sutiyem, sedangkan Ny. Karyodimejo 

dikarunai seorang anak laki-laki bernama Narto-Narto Wiratno. Sutiyem 

merupakan istri dari Jantomiharjo tetapi dalam pernikahannya tidak dikaruniai 

anak, lalu Sutiyem mengangkat seorang anak laki-laki bernama Andi Sugiono 

dengan Akta Pengangkatan Anak Nomor : 34 tanggal 19 Desember 1990 yang 

dibuat oleh Notaris Arini Hidaya, S.H notaris di Klaten.  

Andi Sugiono 

Sutiyem Narto Narto 

Wiratno 

Karyodimejo 

(Pr) 

oMartodiryo 

(Lk) 

Parman Karsodikromo Ngadinah 
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Parman Karsodikromo telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari tahun 

1972 dan Ngadinah Karsodikromo meninggal pada tanggal 21 Mei tahun 1974, 

selain meninggalkan 2 ( dua) orang anak yaitu Martodiryo dan Ny. Karyodimejo 

juga meninggalkan harta warisan berupa : 

1. Tanah pekarangan persil : 99 ptk.3 kls.II luas 2335 m2 dengan batas-batas:  

a) Utara: Trimo Wiyono; 

b) Selatan: Wiryo;  

c) Barat: Sakimin; 

d) Timur : Wiryosupi; 

 

2. Tanah Tegalan persil: 93a ptk.66 kls.IV luas 5675 m2 dengan batas-batas:  

a) Utara: Sungai; 

b)  Selatan: Sungai; 

c) Barat: Martodriyo dan Sudiman; 

d) Timur: Kartodiryo; 

3.  Kesemuanya terletak di Ds. Mundu, Kec.Tulung, Kab.Klaten, (tertulis dalam 

buku C No.80 Desa Mundu) yang kemudian untuk pekarangan persil: 99 ptk.3 

kls.II luas 2335m2 telah dikonversi menjadi SHM No.38 dan persil:93a ptk.66 

kls.IV luas 5675 m2 menjadi SHM No.39 atas nama Ny. Sutiyem istri 

Jantomiharjo (Akta Hibah No.74 dan 75 Tahun 1977), yang mana dari semua 

harta warisan tersebut pada awal mulanya adalah milik Karsodikromo dan 

istrinya Ngadinah, yang dihibahkan langsung kepada Ny. Sutiyem anak dari 
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Martodiryo (anak dari Karsodikromo). Selanjutnya dalam pernikahannya Ny. 

Sutiyem istri Jantomiharjo tidak dikaruniai anak, tetapi mengangkat seorang 

anak laki-laki yang bernama Andi Sugiyanto anak dari pasangan suami istri 

Bp. Martodikromo dan Ny.Leginem dengan akta pengangkatan anak Nomor: 

34 tanggal 19 Desember 1990 yang dibuat oleh Notaris Arini Hidaya, SH 

notaris di Klaten. Kemudian setelah itu Ny. Sutiyem menghibahkan semua 

harta hibahnya kepada anak angkatnya Andi Sugiyanto dengan Akta Hibah 

Nomor: 1128/HIB/X/2007 dan Akta Hibah Nomor: 1129/HIB/X/2007 tanggal 

26-10-2007 yang dibuat oleh Ananto Kumoro SH selaku PPAT dan sekaligus 

diatas namakan Andi Sugiyanto. 

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Ny. Sutiyem dalam menghibahkan 

seluruh harta hibah yang dimilikinya kepada anak angkatnya yang bernama Andi 

Sugiyanto tersebut merugikan salah satu ahli waris yang sah yaitu anak dari Ny. 

Karyodimejo yang bernama Narto Narto Wiratno yang dalam hal ini mempunyai 

kedudukan hukum yang sama, yaitu sama-sama cucu dari Karsodikromo. Maka 

perbuatan pemberian hibah yang dilakukan oleh Ny. Sutiyem kepada Andi 

Sugiyanto selaku anak angkatnya juga telah melanggar Pasal 210 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam, “bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 

21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua 

orang saksi untuk dimiliki”. Dalam penghibahan tersebut Ny. Sutiyem 
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memberikan hibah tanpa sepengetahuan orang tua dari Narto yang bernama Ny. 

Karyodimejo yang mana kedudukanya sebagai anak dari Karsodikromo. 

Berdasarkan uraian diatas dengan mengingat sangat pentingnya suatu 

proses hukum dalam menyelesaikan perkara pembatalan hibah di Pengadilan 

Agama maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul 

“ANALISIS TENTANG PEMBATALAN HIBAH KEPADA ANAK 

ANGKATMENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus Putusan No. 

1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Mengapa di dalam praktik pelaksanaan pemberian hibah kepada anak 

angkat dari aspek hukum masih seringkali terjadi ? 

2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PA Klaten No. 

1976/Pdt.G/2014/PA.Klt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan 

hukum yang berlaku? 

3. Bagaimana akibat hukum harta hibah dalam gugatan Putusan PA Klaten 

No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang pembatalan hibah? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan yang menjadi penyebab dalam praktik pelaksanaan 

pemberian hibah kepada anak angkat dari aspek hukum masih seringkali 

terjadi. 

2. Untuk menganalisisPutusan PA Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt telah 

sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. 

3. Untuk menganalisis akibat hukum harta hibah dalam gugatan Putusan PA 

Klaten  No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang pembatalan hibah. 

4.  

D. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

penulis dan pembaca, antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

ilmu pengetahuan hukum terutama mengenai perkara pembatalan hibah. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Peneliti 

Dapat menerapkan ilmu hukum yang telah didapat dan dipelajari 

semasa kuliah dan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu 
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hukum tentang hibah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai 

pembatalan hibah. 

b) Bagi Pembaca 

Dapat memberi referensi dan masukan mengenai penyelesaian 

mengenai pembatalan hibah. 

E. Definisi Konsep 

1. Definisi Hibah : 

a) Hibah menurut Kompilasi Hukum Islam 

Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam ( KHI), hibah adalah 

pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang 

kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.  

2. Definisi Pembatalan 

Pembatalan adalah salah satu cara menghapus kontrak/perjanjian. Pembatalan 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu : 

1) Pembatalan secara aktif, yaitu pihak yang merasa dirugikan melakukan 

penuntutan pembatalan perjanjian kepada hakim pengadilan. 

2) Pembatalan secara pasif, yaitu pihak yang dirugikan menunggu sampai 

ada yang menggugat di muka hakim/pengadilan untuk memenuhi prestasi 

dan pada saat itu baru mengajukan tentang tidak sahnya perjanjian 

tersebut.19 

 

                                                           
19  Yunirman Rijan, Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian atau Kontrak Dan Surat Penting 

Lainnya, ( Jakarta, Penerbit Raih Asa Sukses, 2009) , hlm 43. 
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3. Definisi Akibat Hukum 

Akibat hukum secara umum adalah segala akibat yang terjadi dari segala 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum 

ataupun akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu 

yang oleh hukum  yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap 

sebagai akibat hukum. Akibat hukum inilah yang selanjutnya merupakan 

sumber lahirnya hak dan kewajiban lebih lanjut bagi subjek-subjek hukum 

yang bersangkutan.20 

F. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas pada permasalahan  

hibah di Pengadilan Agama yang membahas tentang pembatalan hibah karena pemberian 

hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. 

 

G. Metodologi Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

 Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan-

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.21 Dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.22 

                                                           
20 Anonim,http://www.eksiklobogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-

objek-hukum-akibat-hukum.html diakses pada tanggal 30 Juli 2018 jam 05.16 
21  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta, Kencana, 2008), hlm. 35 
22  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 11-13 

http://www.eksiklobogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html
http://www.eksiklobogia.com/2016/03/pengertian-dan-contoh-subjek-hukum-objek-hukum-akibat-hukum.html
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Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji suatu 

permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek 

teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan 

materi, konsistensi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan 

kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang 

digunakan.23Penelitian hukum normative berhubungan langsung dengan 

praktik hukum yang menyangkut dua aspek utama yaitu : pembentukan 

hukum penerapan hukum.24 

 

2. Pendekatan Penelitian  

 Sebagai dasar untuk menyusun argument yang tepat, penulis 

menggunakan tiga jenis pendekatan (approach): 

a) Pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach) 

Pendekatan peraturang perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji 

semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang akan 

dibahas.25 Pendekatan perundang-undangan memiliki kegunaan yang akan 

membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau suatu 

                                                           
23  AbdulKadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung, PT. Citra Aditya 

Bakti,2004), hlm. 102 
24  Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif ( Malang, Banyumedia, 

2007), hlm. 56 
25  Soerjono Soekanto, Pengantra Penelitian Hukum, ( Jakarta, Universitas Indonesia Press, 

2007), hlm. 96. 
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undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Hasil dari telaah tersebut 

merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.26 

b) Pendekatan Konsep (conceptual approach) 

Pendekatan konsep hukum menurut Peter Mahmud, beranjak dari 

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

hukum.27 

c) Pendekatan Kasus ( Case Approach) 

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang 

berhubungan dan telah menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, 

yang digunakan dalam penelitian adalah rasio decidendiatau penalaran yaitu 

pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.28 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan 

hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan ( 

library research) dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip peraturan 

perundang-undangan, dokumen, buku, jurnal, kamus, dan literature lain yang 

relavan dengan permasalahan yang akan dibahas. 

a) Bahan Hukum Primer 

                                                           
26  Dyah Ochtoria Susanti dan A’am Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar 

Grafika, 2015, hlm. 17 
27  Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta, Kencana, 2011), hlm. 95 
28Ibid, hlm 94 
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Untuk penulisan skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan adalah: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

2. Kompilasi Hukum Islam 

3. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, 

seperti putusan perkara Nomor 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt 

4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 

permasalahan. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal 

publikasi ilmiah, karya ilmiah seperti disertasi, hasil penelitian terdahulu, 

draft peraturan, dan seluruh pustaka yang memuat hukum benda dan 

benda digital. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum  tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa 

kamus hukum, jurnal, media massa, dan internet29 

4. Analisis Bahan Hukum 

Setelah bahan hukum yang diperoleh terkumpul. Dilakukan analisis 

dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan 

                                                           
29Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta, Rajawali Pers, 2010), hlm 13-14 
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terhadap bahan hukum agar dapat tersusun secara ringkas dan sistematis 

sehingga diharapkan dari bahan-bahan hukum tersebut akan muncul suatu 

kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini sekaligus 

untuk ditarik kesimpulan.30 

5. Teknik Penarikan kesimpulan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan 

kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang diawali dengan 

hal-hal yang bersifat umum mrnuju kepada hal-hal yang bersifat khusus atau 

hal-hal yang dimulai dari suatu hukum menuju kepada hal-hal yang bersifat 

konkret.31 

H. Sisitematika Penyusunan 

Adapun Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari 4 ( empat ) bab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Menguraikan latar belakang penulisan, permasalahan, ruang lingkup dan metodologi 

yang mencakup : pendekatan masalah, jenis penelitian, sumber, teknik pengumpulan dan 

teknik analisis data. Diakhir bab disertakan juga sistematika penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Di dalam bab ini menyajikan tentang pembahasan secara umum dan secara khusus hal 

mengenai hibah serta menjelaskan pengertian hibah menurut KUH Perdata, Kompilasi 

                                                           
30  Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm. 127. 
31 Edutafsi, “ Cara Merumuskan Kesimpulan Secara Deduktif dan Induktif “, dapat ditemukan 

pada pranala http://www.edutafsi.com diakses 10 September 2018 pukul 22.15 WIB. 

http://www.edutafsi.com/


25 
 

Hukum Islam (KHI), dan pengertian hibah menurut sumber-sumber lainnya. Serta 

menyajikan pembahasan mengenai syarat-syarat hibah dan rukun hibah. 

 

 

BAB III PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini membahas danuntuk mengetahui Putusan PA Klaten No. 

1976/Pdt.G/2014/PA.Klt telah sesuai dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlak 

dan untuk mengambil akibat hukum terhadap harta hibah yang digugat dalam Putusan PA 

Klaten No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt tentang pembatalan hibah. 

 

BAB IV PENUTUP 

 Merupakan bagian penutup dari penulisan skripsi yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran yang merupakanm bagian akhir penulisan serta analisis yang dilakukan. 

Kesimpulan ini mencakup inti dari penulisan skripsi dan saran merupakan langkah-

langkah upaya untuk mengetahui permasalahan yang timbul beserta langkah 

pemecahannya. 
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